
 

 

 

BUPATI BELITUNG TIMUR 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR 

NOMOR 18 TAHUN  2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  NOMOR 48 TAHUN 2016  

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Gubernur 

Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/35/BAKUDA/2017 

tentang Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah 

Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  Tahun 

Anggaran 2017 serta adanya Pergeseran Anggaran pada APBD 

Tahun Anggaran 2017, perlu merubah Peraturan Bupati Belitung 

Timur Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 
   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 

Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 

Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 
    
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
    
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4355); 
    
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 
    
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 
    

SALINAN 



  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 
    

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 
    

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4712); 
    

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4576); 
    
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
    
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
    

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114); 
    

  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
    



  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 
    

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 874); 
    

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung 

Timur Nomor 43); 
    

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung 

Timur Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Belitung Timur Nomor 50); 
    

  18. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 7 Tahun 2015 

Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur 

Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 20 Tahun 2015 

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur 

Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten 

Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 20); 
    

  19. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2016 

Tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 48); 

       MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2016 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

 



Pasal I 

Ketentuan dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 48 Tahun 2016 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2017 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 48), diubah sebagai Berikut: 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut: 
 

a. Pendapatan:   

    
 Pendapatan Asli Daerah  Rp 91.650.648.281,00 

    
 Dana Perimbangan Rp 592.760.709.000,00 

    
 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah Rp 95.547.144.009,00 

    
 Jumlah Pendapatan Rp 779.958.501.290,00 

    
b. Belanja:   

    
 1. Belanja Tidak Langsung:   

    
 a) Belanja Pegawai Rp 294.990.748.158,00 

    
 b) Belanja Bunga Rp 0,00 

    
 c) Belanja Subsidi Rp 0,00 

    
 d) Belanja Hibah Rp 6.821.870.000,00 

    
 e) Belanja Bantuan Sosial Rp 316.000.000,00 

    
 f) Belanja Bagi Hasil Rp 5.045.030.825,00 

    
 g) Belanja Bantuan Keuangan Rp 84.415.561.800,00 

    
 h) Belanja Tidak Terduga Rp 1.000.000.000,00 

    
 Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 392.589.210.783,00 

    
 2. Belanja Langsung:   

    
 a) Belanja Pegawai Rp 84.650.975.693,00 

    
 b) Belanja Barang dan Jasa Rp 186.444.533.638,00 

    
 c) Belanja Modal Rp 141.976.332.430,00 

    
 Jumlah Belanja Langsung Rp 413.071.841.707,00 

    
 Jumlah Belanja Rp 805.661.052.490,00 

    
 Surplus/Defisit Rp (25.702.551.200,00) 

  

 

  
 Pembiayaan Daerah:   

    
 1. Penerimaan Rp 27.202.551.200,00 

    
 2. Pengeluaran Rp 1.500.000.000,00 

    
 Jumlah Pembiayaan Netto Rp 25.702.551.200,00 

    
 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 

Berkenaan 

Rp 0,00 



Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur. 

 

 

 

Ditetapkan di Manggar 

pada tanggal 16 Mei 2017 

BUPATI BELITUNG TIMUR, 

 

                   ttd 

 

          YUSLIH IHZA 

 

 

 

Diundangkan di Manggar 

pada tanggal 16 Mei 2017 

    Plt. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BELITUNG TIMUR, 

 

                       ttd 

 

                 EVI NARDI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 18 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
ttd 

 

DANIAL, SH 
Pembina Tk. I / IV.b 

NIP. 19700610 199903 1 006 
 


